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BUPATI ACEH BESAR
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 33 TAHUN 2014

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 2 TAHUN 2014TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI LINGKUP PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN ACEH BESAR
BISMILLAHIRRAHMANIRRAH'!M

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

a.

b.

BUPATI ACEH BESAR,
bahwa dalam rangka memberi kepastian hukum dan tertib
administrasi pelaksand.n serta menjamin kepastian biava
perjalanan dinas sesuar dengan kebutuhan nyata dan
memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah maka
perlu mengatur ketentuan tacengerai perjalanan dinas dalam
negeri bagi pejabat negara, peyawai negeri, dan pegawai
Lidak tetap lingkup #emerintah Kabupaten Aceh Besar:

bahwa Standar Belarya Pemerintah Kabupaten Aceh Besar
ditetapkan tersendiri dalam Keputusan Bupati Aceh Besar:

bahwa berdasarkan perumbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf. perlu menctapkan Perubahan Atas
Peraturan Bupati Aceh HB sur tentang Perjalanan Dinas Dalam
Negeri Lingkup Perserin.in Kabupaten Aceh Besar:

Undang-Undanp Nomr 7 (Dry Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah O:onom Kabupaten-Kabupaten Dalam
Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Repubkk Indonesia Nomor 1092):
Undang Undang Nemor du Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara vang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Ncpousmr.(lka mbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 25) Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851),
Undang Undang Nana 34 Tahun 1994 tentang
Penvelenggaraan Kosumewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
172, Tambahan Lembiran Negara Republik Indonesia Nomor
3803):
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286),
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6.

11.

14.

Undang Undanp Notnor | Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355):
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Ncmor 4400):
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62. Tarmnbahun Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4633):
Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tanbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor S444):
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Reupblik Indonesia Tahun 2014
nomor 44)

5.

8.

9.

. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang10
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakvat Jaerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lemabaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah
Upa kah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
21 Tahun 2007 "rentanp Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nemor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Pretokoler dan Keuanpan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rukyat D4erah (Lembaran Negara Republik
Indonesa Tahun 2007 “omor 41, Tembahan Lemharan
Negara Republik Indones 4 Nomor 4712):
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Dasrah (Lembaran Negara Rcpublik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578):

. Peraturan Menteri Dilan Negeri Namur 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Perturan Menteri Dalam Negeri
Numor 413 Tahun 2006 tentang Pedoman Peng iolaan
Keuangan Daerah (serta Ncecra Republik Indonesia Ta'iun
2011 Nemor 3101:

. Peraturan Menteri Dalan Nepen Nomor 37 Tahun 20143.

tentang tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran
2015 (Berta Negara PBepubhk Indonesia Tuhun 2014 Nomor
USUL
Peraturan Menten Keuangan Republik Indonesia Nomor
S3/PMK.O2/ 2013 tentang Standard Biaya Masukan Tahun
2015,
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15. Oanun Kabupaten Aceh Besar N mor 2 Tahun 2006 tentang
Pokok-Pokok Pengelelaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2006 Nomor 03):

16. Ganun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Anggaran Pendapatan dan Be.anja Kabupaten Aceh Besar
Tahun Anggaran 2015.

MEMUTLSKAN:

Menetapkan . PERUBAHAN ATAS PERAITIRAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 2
TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
LINGKUP PLMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR.

Pasal

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perjalanan Dinas Dalam Lingkup Pemenntah Kabupaten Aceh Besar
diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbanvi sebagai berikut

7a.

Pasal '

Perjalanan Dinas Dalam Negeri vang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas
adalah perjalanan ke Idar tempat kedudukan yang dilakukan dalam
wilavah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/ tinggi
negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945
dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan cleh Undang-Undang.
Pegawai Negen adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah
memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan
diserahi tugas dulam suatu jabatan dalam negeri, atau diserahi tugas
negara lainnya, dan digaji berdasarkar. peraturan perundangan-undangan
yang berlaku
Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu
tertentu guna melaksanakan tukas pemerintahan dan pembangunan yanp
bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan
kemampuan organisasi.
Perjalanan Dinas Jabatan adulah Perjalanan Dinas melewati batas kota
dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan kc tempat yang dituju,
melaksanakan tugas, dan kembali hk" tempat kedudukan semula di dalam
negeri.
Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat keduuukan
yang luma ke tempat kedudukan varg baru berdasarkan surat keputusan
pindah.
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Acen Besar yang selanjutnya disingkat
SKPK adalah Badan, Dinas dan Kantor dalam Kabupaten Aceh Besar.
Pengguna Anggaran udulah pejabat pemcpang kewenangan penggunaan
angpkaran untuk melaksanakan tupas pokok dan fungsi SKPK yang
dipimpinva H Y
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11.
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13.

14.

15.
16.
17.

18.

19.
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Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah adalah
pejabat yang memperoleh kuasa dari Penpguna Anggaran untuk
melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan
anggaran pada SKPK yang bersangkutan.
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPK yang selanjutnya disingkat PPK-
SKPK adalah pejabat yang meluksanakan fungsi tata usaha keuangan pada
SKPK.
Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah
dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran dalam rangka
pelaksanaan Perjalanan Dinus bagi Pe'abat Negara, Pcj,awai Negeri, Pegawai
Tiduk Tetap, dan Pihuk Lain.
Pelaksana SPPD adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak
Tetap vang melaksanakan Perjalanan Dinas.
Uang Hanan merupakan perkantuan biaya keperluan sehari-hari Pegawai
Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan pernntah Perjalanan Dinas di
Dalam Negeri.
Uang Hanan Diklat adalah uanp nanan yang diberikan kepada Aparatur
Sipil Negara yang diberikan tugas untuk mengikuti kegiatan Pendidikan
dun Pelauhan yang diselenggarakan didalam Kota yang melebihi 8 (delapan
jam) atau diselenggarakan diluar Kota
Lumpsum adidah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu
(pre-calculated amountj dan dibayarkan sekaligus.
Biaya Rul adalah biaya vang dikelusrkan sesuai dengan buku pengeluaran
yang sah.
Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang
dihitung sesuai kebutuhan rul berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Tempat kedudukan adalah tokasi kantor/ satuan kerja.
Tempat Tujuan adalah tempat/ kota vang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
Kabupaten/Kota adalah pembapan wilayah sdminiswatif di Indonesia di
bawah Provinsi.
Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kera
dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran
untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja, yang tidak
mungkin dilakukan melalui mekarisine pembayaran langsung.
Standar Belanja adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan

penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran
SKPK.
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9.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (4) diubah. sehingga berbunyi sebagai berikut :

(4)

(2)

Pasal 4
Perjalanan dinas dalam dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2) huruf a adalab perjaianan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas
kantor ke satuan kerja/instansi diluar hngkup Pemerintah Kabupaten Acch
Besar vang berlokasi dalam dacrah Kabupaten Aceh Besar dan ke ibukota
Provinsi Aceh.
Perjalanan dinas dalam daerah dilakukan dalam rangka :

a. pclaksanaan tugas dan fungsi yang mclekat pada jubatan, dan
b. mengikut rapat. seminar dan sjenisnya.

Di
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(3) Perjalanan dinas dalam dacrah terdiri utas uang harian yang diberikan
secara lumpsum.

(4) Pemberian biaya perjalanan dinas daiam daerah diatur sebagai berikut:
a. biaya perjalanan dinas dalam daerah diberikan untuk pelaksanaan tugas
yang penyelesaiannya memerlukan waktu minimal 7 (tujuh) jam dalam 1

(satu) hari, dan
b. biava perjalan dinas dalam daerah yang menggunakan kendaraan dinas
diberikan sebesar 70" (tujuhpuluh persen) dari standar biaya perjalanan
dinas dalam dacrah.
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3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8
Pembenian biaya perjalanan dinas keluar dacrah sevagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Perjalanan dinas keluar dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal &
huruf a, diberikan paling lama 3 (uga) hari scrta ditambah 1 (satu) hari
untuk perjalanan yang memerlukan transit.
Perjalanan dinas keluar ducrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf b, diberikan berdasarkan jumlah waktu sesuai undangan dan paling
lama dapat ditambah 2 (dua) hari perjalanan.
Pertalanan dinas keluar duerah sebapaimena dimaksud dalam Pasal 6
huruf c dan hurufd, diberikan berdusarkan jumlah waktu penugasan.
Perjalanan dinas keluar'dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
hurufe dan husuf f diberikan berdasarkan jumlah waktu sesuai penugasan
dan dapat mengikut sertakan keluarpa/pendeinping sebanyak 1 (satu)
orang.
Perjalanan dinas keluar dacrah sebapaimana dimaksud dalam Pasal 6
hurut g diberikan sesuar penugasan atau sebanyak-banyaknya untuk 5
(ima) hari.

b.

c.

d.

4. Ketentuan Pasal 9 ayat (JI) diubah, datat (21 di napus dan ayat (4) diubah,
sehingga Pasal 4 berbunyi :

Pass
(1) Biaya perjalanan dimas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (1), dibagu dalam 6 (enamy tingkatan yaitu :

a. Bupati/ Wakil Bupau/ Pimpinan DPRK,
b. Pejabat Eselon 1I/Anppkota DPRK/ Kitua Lembaga Keistimewaan Aceh:
Cc. Pejabat Eselon II /Golongan IV/Angyota Lembaga Keistimewaan Aceh:
d. Pejabat Eselon IV/Golongan II:
c. PNS Golongan I1/I dan Non PNS, dan
I. Khusus Pulo Aceh.

B

(2) Dihapus
(3) Dalam hal memerlukan narasumbe: vang berasal dari luar dacrah dan

narasumber tersebut tidak mendapatkan fasilitas biaya perjalanan dinas dari
anpgaran anstansi/ Satuan kera lamurya, maka kepada narasumber dapat
diberikan biaya perjalanan dinas dalam daerah yang besarannya disertakan
sesuai Ungkat kepatutan N
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(4) Rincian besaran biava perjalanan dimis dalam daerah ditetapkan tersendiri

dalam Keputusan Bunati tentang Sstudar Belanja Pemerintah Kabupaten
Acch Besar

5. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 10

(1) Biaya perjalanan dimas keluar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
digolongkan dalam 6 fenamj tingkat, yan.
“ . Bupati/Wakil Bupau/ Pimpinan DPRK:BB
b. Pejabat Eselon Ila/Anggota DPRK,

d
(5

f.

. Pejabat Eselon Hb/ Ketua Lembap1 Kerstimewaan Aceh,
. Pejabat Eselon II1/Golongan IV:
. PNS Golongan IV/ Golongn III:
PNS Golongan I/I dan Non PNS.

(2) Pegawai Non PNS dapat dibenkan biaya perjalanan dinas keluar dacrah yang
d igolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menurut
tingkat pendidikan/ kepatutan/ tugas yang bersangkutan.

(3) PNS Golongan H/1/CPNS dan Pepawar Non PNS dapat melakukan perjalanan
dinas luar dacrah da'am hal mendesak/xhusus, misalnya dalam hal tenaga
teknis tidak diperoleh di tempat yang bersangkutan.

(4) Komponen biaya perjalanan keluar dacrah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 avat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :

a. uang harian dibavarkgn secara lumpsum scbagaimana ditetapkan
tersendiri dalam Keputusan Bupati Aceh Besar tentang Standar Belanja
Pemenmtah Kabupaten Aceh Besar,
.Uang hanan diklat dibayarkan secara Iumpsum sebagaimana ditetapkan
tersendin dalam Keputusan Bupati Aceh Besar tentang Standar Belanja
Pemenntah Kabupaten Aceh Besar,

. biaya transpor pegawai dibayarkea sesuai riil berdasarkan fasilitas
transpor,
.uang BBM untuk yang menggunaxsur kendaraan dinas dibayarkan secara

lumpsum sebagaimana ditetapkan te.sendiri duluan. Keputusan bupati
Aceh Besar tentang Standar Belanja Pemenntah Kabupaten Acch Besar,
biaya penginapan dibayarkar sesuai dengan biaya riil (add cost),
dikecualikan terhadap perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat toh, dan biaya penyunapan yang dapat diberikan scunggi-
tingginya Sebagaimana ditetapkan tersendiri dalam Keputusan Bupati
Aceh Besar tentang Standar Belanja Pemenntah Kubupaten Aceh Besar:
uang representasi dibayarkan sewata lumpsum sebapaimana ditetapkan
tersendiri dalam Keputusan Bupati Aceh Bssar tentang Standar Belanja
Pemerintah Kabupaten Aceh Besiau

.stwa kendaraan dalam kota dibasirkan sesuai dengan biaya rul dan
diberikan setinggi-tinppinya SseLagamana ditetapkan tersendin dalam
Keputusan Bupat Aceh Besar tentang Standar Belanya Pemerintah

PX
Kabuputen Aceh Besar,

c

YA

b.

Ke

d.
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangal 1 Januari 2015.
Agar setiap orang mengetahuir.ya, Praturan Bupati ini diundangkan dengan
pencmpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 31 Desember 2014 M

9 Rabiul Awal 1436 H

tPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BAS

Diundangkan di Kota Janthe
pada Tanggal 31 Desember 2014 M

9 Rabiul Awal 1436 H

SEKRETARIS DAERAH

YKABUPAT ACEH BESAR!2

JAILANJAHMAD
BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2014 NOMOR sp
TA


